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The aim of this journal is to explain the role of Greenpeace in influencing the 

Indonesian government policy related forest fires in Indonesia. forest fires in Indonesia 

has gained a lot of attention from the international community, especially in 2014 forest 

fires in Riau give bad impact to nature. Wilmar become one of the leading companies in 

the palm oil is responsible for the destruction caused by land clearing on a large scale by 

burning the forest. Greenpeace as an NGO in the world and in Indonesia, which has the 

purpose of protecting the environment trying to pressure the government to tighten policy 

on the protection of forests in various ways such as protests, environmental campaign 

andcommunity environmental advocacy. 

Tujuan dari Jurnal ini adalah untuk menjelaskan peran greenpeace dalam 

mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia terkait kebakaran hutan di Indonesia. 

kebakaran hutan di Indonesia telah mendapatkan banyak sorotan dari dunia Internasional, 

terlebih pada tahun 2014 kebakaran hutan di Riau memberikan dampak yang buruk bagi 

alam. WIlmar menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam komoditas minyak sawit 

bertanggung jawab akan kerusakan hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan secara 

besar-besaran dengan membakar hutan. Greenpeace sebagai NGO di dunia dan di 

Indonesia yang memiliki tujuan menjaga lingkungan berusaha menekan pemerintah 

mengetatkan kebijakan tentang perlindungan hutan  dengan berbagai cara seperti Protes, 

Kampanye Lingkungan, Advokasi lingkungan kepada Masyarakat 
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PENDAHULUAN 

Hubungan Internasional dewasa ini memasuki sebuah jalan baru yang dikenal 

sebagai globalisasi pasca kemenangan amerika dala perang dingi dimana nilai demokratis 

dan kapitalis menjadi panduan umum dalam hubungan kenegaraan. Globalisasi membawa 

sebuah era baru dengan semakin hilangnya batasan antar negara dimana globalisasi 

membawa sebuah perubahan dalam ke efektifitasan dan efesiensi dalam setiap individu 

untuk menjalin kerjasama dengan individu lainnya di belahan negara lain. Salah satu 

dampak dari adanya globalisasi ialah semakin berkembangnya perusahaan Multi-nasional 

atau lebih dikenal sebagai MNC. Multinational Corporation (MNC) telah menjadi 



pembahasan yang penting di era globalisasi saat ini. Signifikansi peranannya dalam pasar 

dapat dikatakan telah melampaui negara. Dalam beberapa situasi bahkan MNC dapat 

mempengaruhi kebijakan negara agar kepentingannya dapat tercapai. 

Salah satu perusahaan MNC yang berada di Indonesia ialah perusahaan Wilmar. 

Wilmar Group didirikan oleh pengusaha Malaysia dan Indonesia Kuok Khoon Hong dan 

Martua Sitorus pada tahun 1991. Usaha mereka diawali dengan penyulingan minyak 

sawit dan segera meluas pada pembelian dan perdagangan minyak sawit di pasar 

internasional. Perusahaan induknya, Wilmar Holdings, mendaftarkan sejumlah cabang 

mereka di Bursa Saham Singapura yang kemudian menjadi Wilmar International di tahun 

2006. Tahun lalu, Wilmar Holdings menggabungkan (merger) bisnis minyak goreng, 

sereal (grain) dan beberapa bisnis sejenis lainnya seperti dengan Kuok Group dari 

Malaysia dan dengan ADM bagian minyak goreng cabang Asia (ADM adalah perusahaan 

perdagangan hasil pertanian dari Amerika). 

Wilmar Group kini adalah pedagang minyak sawit, penyuling minyak sawit dan 

pabrik minyak nabati terbesar di dunia. Wilmar International menguasai hampir 500.000 

hektare perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditambah sekitar 80.000 ha di Malaysia. 

Dari jumlah itu, dinyatakan bahwa sekitar 200.000 hektare telah ditanami hingga akhir 

2007. Laporan oleh Friends of the Earth Belanda (Milieudefensie) mengungkapkan 

bahwa, hingga pertengahan 2007, kurang dari sepertiga tanah perusahaan induk Wilmar 

Group telah dibukakan dan ditanami. 

Wilmar  mempunyai banyak anak usaha yang diakuisisi secara langsung maupun 

tidak langsung (Supriyono, 2014).  Wilmar memiliki banyak keterkaitan dengan beberapa 

perusahaan besar sebagai pemasok utama kelapa sawit seperti biskuit Oreo, pisau cukur 

Gillette, Clearasil, P&G, Mondelez, dan Reckitt Benckiser (Greenpeace, 2014).  

Perluasan lahan kelapa sawit secara illegal di Riau, Sumatra oleh Wilmar 

disambut oleh banyak kecaman bagi aktivis lingkungan dan juga warga di Riau, 

Singapura, Malaysia. Walhi atau disebut Wahana Lingkungan Hidup pada tahun 2013 

menyebut sebanyak 27 perusahaan Grup Wilmar berkontribusi besar atas terjadinya 

kebakaran hebat di empat provinsi (Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng). Sebagian besar 



titik api yang ditemukan Walhi berada dalam konsesi perusahaan (anak perusahaan dan 

penyuplainya), terutama hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 5.669 titik api dan 

perkebunan kelapa sawit sebanyak 9.168 titik api (Tempo, 2015). Pada umumnya 

pembukaan lahan kelapa sawit hanya akan menebang hutan dengan konstitusi AMDAL 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan seperti Wilmar. Namun, pada 

kasus ini Wilmar yang tidak menerapkan aplikasi penuh AMDAL, melakukan ekspansi 

lahan kelapa sawit untuk indutrialsisasinya dengan menggunakan pembakaran lahan 

hutan gambut yang berakibat pada terbukanya 330 titik api yang tersebar di Riau. 

Perluasan lahan kelapa sawit oleh Wilmar di Riau secara nyata tidak hanya 

membuka titik api pada dasar tanah lahan gambut yang susah dipadamkan namun juga 

hilangnya habitat satwa yang ada di hutan gambut seperti Harimau Sumatra. Pembakaran 

hutan guna ekspansi kelapa sawit juga memberikan pengaruh yang buruk bagi lingkungan 

lain seperti tercemarnya udara yang dapat membuat orang terkena penyakit radang paru-

paru ketika menghirup asap dari pembakaran hutan, tertutupnya jalur transportasi udara 

oleh kabut asap yang dapat mengacaukan jadwal penerbangan domestik dan 

internasional, terganggunya aktivitas warga dan tegangnya hubungan dengan Negara 

tetangga yang merasa terganggu akibat ulah industralaisasi kelapa sawit yang salah dalam 

melakukan ekspansionisme lahan kelapa sawitnya. 

Dalam menyikapi kasus dan hasil dari perbuatan Wilmar, pemerintah Indonesia 

dianggap oleh beberapa oknum tidak memiliki sikap yang tegas. Pemerintah dianggap 

terlalu acuh mengenai dampak yang diberikan oleh beroprasinya Wilmar di lapangan, 

hingga akhirnya terjadilah peristiwa tahun 2014 mengenai kebakaran yang terjadi di Riau 

dan menjadi salaha satu soroton dunia internasional terutama negara tetangga seperti 

Singapura dan Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Greempeace yang merupakan 

lembaga NGO Internasional (Non Governmental Organization), termasuk Indonesia 

mengambil tindakan untuk mengekspos dosa Wilmar pada publik untuk menyadarkan 

masyarakat secara luas dan dunia akan kerusakan dan ketidak stabilan ekosistem alam 

akibat oprasi Wilmar dan anak-anak perusahaan 

 Aktor negara non-profit seprti NGO (Non Governmental Organization), jaringan 

dan koalisi serta gerakan sosial adalah bentuk gerakan yang ingin memperjuangkan 



kepentingan umat manusia terkait permasalahan dalam bidang kemanusiaan, keamanan 

dan masalah lingkungan. Greenpeace adalah salah satu bentuk gerakan dari non 

pemerintah non-profit, dimana Greenpeace merupakan organisasi lingkungan global yang  

bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku untuk melindungi dan melestarikan 

lingkungan dan mempromosikan perdamaian dengan membuat sebuah revolusi energi 

untuk mengatasi ancaman seperti misalnya perubahan iklim.  

Greenpeace sebagai NGO berusaha agar masyarakat sadar serta pemerintah 

mengambil tindakan yang tegas terhadap kerusakan lingkungan yang  terjadi. Greenpeace 

aktif dalam melakukan kampanye diseluruh Indonesia serta mengekspos adanya 

kerusakan yang terjadi melalu web resmi Greenpeace. Greenpeace percaya Wilmar dan 

merek-merek produk rumah tangga yang membeli minyak sawit kotor harus mengakui 

konsekuensi dari produksi minyak sawit yang tidak bertanggung jawab. Mereka harus 

memastikan bahwa pasokan minyak sawitnya memberikan kontribusi nyata dan berguna 

bagi pembangunan di Indonesia dan tidak malah menghancurkan masa depan rakyat, 

lingkungan, flora dan fauna serta iklim global yang menjadi kepentingan seluruh 

manusia. Peneliti ingin mengetahui Peran Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan 

pemerintah Indonesia dalam kasus kerusakan hutan oleh Wilmar 

PEMBAHASAN 

SEJARAH DEFORTASI HUTAN DI INDONESIA 

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan 

untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa 

juga disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami. 

Sejarah eksploitasi hutan mulai dikenal oleh Indonesia saat pemerintahan Orde Baru.  

Ketika pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengambil alih 

pemerintahan, Indonesia mengalami krisis ekonomi dengan defisit anggaran 14%, inflasi 

635% (Hiariej 2005) dan utang negara sebesar AS$2,1 miliar (Chalmers dan Hadiz 1997, 

lihat juga Thee 2005). Akibatnya, pemerintah Orde Baru berpaling ke hutan dan 

sumberdaya alam lainnya sebagai modal bagi pemulihan ekonomi.  



Deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung sampai sekarang. Seperti yang 

dilakukan pemerintah sebelumnya, pemerintah masih terus mengandalkan sumberdaya 

alam untuk membiayai pembangunan. Hutan diambil kayunya dan sebagian dikonversi 

menjadi hutan tanaman dan perkebunan untuk menunjang industri pulp dan kertas atau 

minyak sawit beserta industri hilirnya sehingga pemerintah dapat memperoleh 

pemasukan. Pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari sektor pertambangan. 

PERLUASAN LAHAN KELAPA SAWIT OLEH WILMAR MELALUI 

PEMBAKARAN HUTAN 

Kebakaran hutan di Provinsi Riau telah menyita perhatian dunia. Terlebih setelah 

asapnya mengganggu aktivitas warga di Singapura dan Malaysia. Kejadian ini semakin 

meruncing setelah salah satu perusahaan Malaysia disebut-sebut sebagai biang keladinya 

karena membakar hutan Indonesia. Perusaah tersebut ialah Wilmar. Wilmar memiliki 

kebun Inti sekitar 5.000 hektare (ha) di Riau. Terdiri dari PT. Citra Riau Sarana 2.682 ha, 

PT Sinar Siak Dian Permai 1.113 Ha dan PT. Murini Samsam 1.433 ha  (Merdeka, 2013). 

Sektor kelapa sawit merupakan penyebab terbesar deforestasi di Indonesia juga sebagian 

besar hutan yang dijadikan konsesi kelapa sawit di Sumatera selama 2009-2011 

teridentifikasi sebagai habitat harimau. Sektor perkebunan adalah ancaman utama bagi 

harimau Sumatera, dengan perkiraan hingga 1 juta hektar habitat primer harimau telah 

dialokasikan untuk konsesi.  

Grup Wilmar mengakumulasi mulai pemilik lahan, membeli CPO dari perusahaan 

menengah dan kecil, hingga mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. 

Salah satu bukti kebakaran hutan yang dilakukan oleh Wilmar di Jambi ialah bahwa 

sebagian beasar perusahaan besar, sedang maupun kecil memberikan hasil sawitnya 

kepada Wilmar atau menjadi pemasok Wilmar. Modus kebakaran Hutan yang terjadi di 

Jambi ialah pembakaran lahan bukan dari grup-grup besar melainkan karyawan, dan 

masyarakat yang diberikan upah Rp.5jt. kebakaran dilakukan dengan cara tradisonal 

seperti dengan menggunakan tali nilon yang dipasang jarak 200 m, yang disiram minyak 

tanah dan dinyalakan dengan obat nyamuk.  (Mongabay Indonesia , 2015). Memang, 

dalam beberapa kasus Wilmar bukan lah perusahaan yang menjadi pembakar Hutan 

namun, Wilmar memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebajaran karena Wilmar 



menerima pasokan hasil sawit dengan cara yang salah dan tidak melakukan AMDAL 

dengan menerima hasil dari perkebunan asap hitam. 

RANTAI KONSUMEN WILMAR 

Menggunakan data ekspor dan informasi yang dipublikasikan oleh Wilmar, 

Amnesty International melacak minyak sawit dari perkebunan yang diinvestigasinya dari 

penyulingan Wilmar di Indonesia lalu ke Sembilan perusahaan makanan dan barang 

rumah tangga global. Wilmar memberikan minyak hitamnya kepada para konsumen 

tanpa diketahui konsumen bahwa minyak yang mereka terima merupakan hasil dari 

kebakaran hutan yang dapat merusak lingkungan. Archer Daniels Midland Company 

(ADM) membeli minyak sawit dari pabrik yang mendapatkan pasokan dari perkebunan 

tempat Amnesty International mendokumentasikan beberapa pelanggaran pengahasilan 

minyak sawit. Agrupación de Fabricantes de AceitesMarinos (AFAMSA), Colgate-

Palmolive, Elevance Renewabe Sciences, The Kellogg Company (Kellogg’s), Nestlé dan 

Reckitt Benckiser mendapatkan minyak sawit dari penyulingan yang asal minyak 

sawitnya berasal secara langsung, atau setidaknya, dicampur dengan minyak sawit dari 

perkebunan yang kedapatan ada pelanggaran berat pengelolahan minyak. Sangat besar 

kemungkinan Unilever dan Procter & Gamble, yang mengkonfirmasi mereka 

mendapatkan minyak sawit dari operasi Wilmar di Indonesia, mendapatkan minyak sawit 

dari penyulingan yang mana minyak sawitnya dipasok langsung, atau setidaknya, 

dicampur dengan minyak sawit dari perkebunan yang kedapatan ada pelanggaran berat 

hak ketenagakerjaan dan pembakaran hutan yang tidak memenuhi AMDAL.  

Semua kecuali satu dari perusahaan ini menjadi anggota Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO), dan mereka mengaku menggunakan ―minyak sawit 

berkelanjutan‖ di website atau label produk mereka. Tidak satupun perusahaan yang 

dikontak Amnesty International menyangkal pelanggaran terjadi, namun tidak satupun 

menyediakan contoh tindakan yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran hak 

ketenagakerjaan dalam operasi Wilmar. 

Menurut J. Angelo Corlett pengamat lingkungan atau Environmental Ethics 

mengatakan bahwa kerusakan lingkungan merupakan tanggung jawab dari korporasi atau 



perusahaan-perusahaan. (Corlett, 1996). Sebagai pembeli minyak dari Wilmar, 

perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan jalur rantai pasokannya bebas 

dari pelanggaran seperti pekerja anak, kerja paksa dan proses penyulingan minyak yang 

tidak melakukan defortasi hutan. Ini adalah standar internasional yang sudah diterma 

luas. 

 PERAN GREENPEACE BAGI LINGKUNGAN INDONESIA 

Greenpeace merupakan salah satu NGO yang berada di dunia yang memiliki 

konsen dan tujuan untuk melindungi alam baik di dunia dan juga di Indonesia. Menurut 

konsep NGO bahwa NGO atau Non Govermental Organization adalah Gerakan sosial 

yang berada di luar struktur pemerintah, memiliki fungsi kontrol, fasilitator dan mitra 

pemerintah dan melakukan advokasi atas persoalan-persoalan sosial-politik dan 

pembangunan Greenpeace merupakan NGO yang yang aktif dalam gerakan sosial 

penyadaran lingkungan yang berada di luar struktur pemerintah, hal itu dapat dibuktikan 

dengan penolakan Greenpeace mendapatkan sumbangan dana untuk kampanye 

lingkungan dari Pemerintah, hal itu dimaksudkan Greenpeace agar Greenpeace menjadi 

LSM yang terbebas dari politik dan kepentingan pemerintah.  

Peran Greenpeace secara umum di seluruh dunia termasuk Indonesia ialah 

menyelidiki, mengekspose, memperjuangkan solusi bersama dan advokasi, hal ini 

diungkapkan oleh Greenpeace dengan pernyataanya “We defend the natural world and 

promote peace by investigating, exposing, and confronting environmental abuse, 

championing environmentally responsible solutions, and advocating for the rights and 

well-being of all people” (Breva, 2016).  

Greenpeace sebagai NGO independen secara aktif melakukan investigasi 

lingkungan terhadap daerah yang mengalami kebakaran hutan. Greenpeace melaporkan 

bahwa beberapa perusahaan terus saja mengeringkan dan membakar hutan gambut untuk 

perkebunan kelapa sawit. Kunjungan lapangan ke Riau di bulan Februari dan Maret tahun 

2008  mengungkap dua perusahaan baru yang beroperasi tanpa ijin di Kabupaten 

Indragiri Hulu yang mana salah satunya ialah Wilmar. 



Anggota Kelompok yang terdiri dari Greenpeace, NGO yang bergerak dalam 

bidak lingkungan dan perusahaan terkait telah bekerja bersama-sama untuk membuat 

rekomendasi yang menghasilkan sebuah peta jalan untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang masih ada, secara kolaboratif dan terintegrasi. Greenpeace memberikan 

beberapa rekomendasi, yakni (Siaran Pers Greenpeace, 2016), elemen-elemen 

fundamental dalam metodologi penyatuan yang melindungi hutan HCS (High Carbon 

Stock), gambut dan area HCV (High Conservation Value), termasuk stratifikasi 

kehutanan dan pembuatan keputusan di ―hutan regenerasi muda‖ di dalam lanskap 

terfragmentasi, peran karbon, dan implementasi besar FPIC, dan persyaratan sosial 

lainnya, Maksud untuk melakukan proses integrasi institusional dan fungsional HCS 

dengan HCV RN, Mengembangkan sebuah peta jalan untuk menyelesaikan isu-isu besar 

melalui sebuah proses yang kolaboratif 

 CARA GREENPEACE MENYADARKAN PEMERINTAH INDONESIA 

1. Protes 

Greenpeace menuntut Wilmar agar berhenti mencuci minyak sawit kotor ke pasar 

global, termasuk menuntut merek produk rumah tangga segera membersihkan rantai 

pasokan mereka. Greenpeace Indonesia juga telah membentangkan spanduk guna 

menantang Wilmar untuk memilih perlindungan hutan, bukan pegrusakan.  

Pembentangan spanduk, sekaligus juga pendokumentasian habitat harimau yang rusak 

akibat konsesi—yang bertentangan dengan aturan RSPO, dilakukan pada 20 Oktober 

2013 di konsesi milik Wilmar di Jambi. 

Aksi protes lain yang dilakukan oleh Greenpeace ialah ketika aktivis Greenpeace 

mengenakan kostum harimau sembari mengusung spanduk saat melakukan aksi protes 

terhadap Wilmar Internasional di salah satu gedung perkantoran di kawasan Kuningan, 

Jakarta, Kamis, (14/11/2013). Selain menuntut Wilmar Internasional sebagai salah satu 

pelaku industri minyak kelapa sawit terbesar di dunia menghentikan perusakan habitat 

Harimau Sumatera, Greenpeace juga mendesak Wilmar Internasional segera 

membersihkan rantai pasokan mereka dan turut berpartisipasi aktif melindungi hutan dan 

harimau sumatera yang kini tengah diambang kepunahan (Adiguna, 2013). Demi 



menjaga lingkungan, Greenpeace terus berupaya melakukan  protes meskipun protes 

tersebut dapat terbilang berbahaya seperti pada November tahun 2008, aktivis lingkungan 

Internasional Greenpeace yang melakukan aksi pencoretan terhadap tiga kapal 

pengangkut minyak mentah (CPO) dan satu tongkang pengangkut kayu log yang tengah 

lego jangkar dan berlabuh di Dermaga baru Pelabuhan Dumai.  

Aktivis Greenpeace juga melakukan aksi penghadangan kapal Gran Couva 

Hongkong pengangkut minyak mentah milik Wilmar Group yang tengah bersiap-siap 

meninggalkan Dumai menuju Belanda. Aksi penghadangan itu hanya di lakukan seorang 

aktivis Greenpeace dengan cara mengunci dirinya pada rantai jangkar. Akibatnya kapal 

tidak bisa berlayar, karena jika jangkar di tarik, aktivis Greenpeace bisa merenggangkan 

nyawannya. Hingga berita ini di turunkan, aksi kunci diri pada rantai jangkar Kapal Gran 

Couva masih di lakukan. Dua aksi nekat yang di lakukan Greenpeace itu merupakan 

bentuk protes terhadap pengrusakan hutan dan lahan gambut yang terus saja terjadi di 

Indonesia. Salah satu biang pengrusakan hutan dan lahan gambut adalah industri kelapa 

sawit seperti Wilmar dan Sinar Mas. 

Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar menegaskan, aksi yang 

di lakukan Greenpeace itu untuk menyoroti buruknya dampak yang ditimbulkan oleh 

industri kelapa sawit dan industri penebangan terhadap ekosistem lahan gambut dan 

hutan Indonesia, serta terhadap iklim global  (Sriwijaya Post, 2008). 

2. Konfrontase Dan Kampanye Lingkungan 

Dalam menanggapi keasus kebakaran hutan yang dialami di Indonesia oleh 

perusahaan perusahaan MNC, Greenpeace melakukakan konfrontasi dalam melawan 

perusahaan profit tersebut dengan mengajukan tuntutan moratorium dan menyoroti titik 

api yang mereka sebabkan dalam usahanya membuka lahan kelapa sawit. Greenpeace 

juga menyerukan industri perkebunan indonesia segera menanggulangi api dan 

menjalankan solusi kebakaran jangka panjang.  

Dalam hal ini Greenpeace melakukan konfrontasi damai dengan meakukan 

tuntutan mengenai rencana penanggulangan api, yaitu sebagai berikut (Greenpeace, 

2015):  



1. Semua perusahaan dan pemasok harus segera menghentikan pembukaan hutan dan 

pembangunan lebih lanjut di lahan gambut. Pemantauan aktif kepada pemasok 

diperlukan untuk memastikan kepatuhan ini. Perusahaan  pembeli perlu 

menangguhkan perdagangan dengan pemasok yang masih membuka hutan dan 

mengeringkan lahan gambut. 

2. Membasahi kembali lahan gambut atau menerapkan langkah pengelolaan air lainnya 

di lahan gambut dengan  berdasarkan pada saran dari ahli gambut independen untuk 

mengurangi risiko kebakaran.  

3. Mendukung inisiatif ―Satu Peta‖ melalui publikasi peta menyeluruh balik dari 

konsesi yang dimiliki atau konsesi  pemasok melalui sistem pemantauan peringatan 

milik Global Forest Watch.  

4. Mendukung penghentian pembukaan hutan dan  pembangunan di atas lahan gambut 

di indonesia dan  bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk 

mewujudkannya. 

3. Advokasi Dan Penyadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan 

Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen yang bertindak 

untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat guna melindungi dan melestarikan 

lingkungan hidup serta mengusung perdamaian. Pada 29 Oktober 2015 yang lalu, 

Greenpeace merilis data sebaran titik api yang sebagian besar berada di berbagai konsesi 

hutan dan lahan. Pada perkebunan kelapa sawit, Greenpeace mendapati sebanyak 18.203 

titik api di dalam 909 konsesi, dimana 42% dari sebaran titik api  berada di wilayah 

gambut. Dari 909 konsesi tersebut, 429 konsesi diantaranya dikuasai oleh 75 grup usaha 

sedangkan 330 lainnya belum dapat diidentifikasi. 

 Dari ke 75 grup tersebut terlacak 5.788 titik api (32%), dimana terdapat delapan 

grup yang teridentifikasi titik api yaitu: WILMAR (469), Korindo (421), GAR (370), 

Bakrie (361), Musim Mas (306), Perkebunan Nusantara (266), Sime Darby (264), IOI 

(207). Total hutan dan lahan yang terbakar sudah sebesar 2.089.911 hektare.  Hingga 20 

Oktober 2015, BNPB mencatat lahan gambut yang terbakar paling banyak terjadi di 

Kalimantan dengan luas 267.974 hektare, dimana penyumbang besar besaran lahan 



gambut yang terbakar aalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan 196.987 hektare. 

Karhutla  paling banyak terjadi di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur. 

Sedangkan, Sumatera berada di posisi kedua yaitu dengan 267.974 hektare, dengan lahan 

gambut yang terbakar di Sumatera Selatran sebanyak 144.410 hektare.  

Karhutla paling banyak dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karhutla 

juga terjadi di Papua, yakni seluas 31.214 hektare. Provinsi Merauke, Mappi, dan Boven 

Digul paling banyak terjadi karhutla. Menurut data BNPB, karhutla tahun 2015 tidak 

didominasi oleh lahan gambut, lahan non-gambut pun juga ikut mendominasi, yaitu 

mencapai 1.471.337 hektare  (CNN Indonesia, 2015). Berakar dari proses pembukaan 

hutan secara masif dan pengeringan gambut untuk perkebunan monokultur skala besar 

selama bertahun-tahun. Peta-peta terbaru kehutanan yang akurat pun sulit sekali 

didapatkan, bahkan informasi mengenai sebaran titik-titik api yang ada di berbagai 

konsesi perusahaan-perusahaan perkebunan tidak tersedia untuk publik. Padahal 

informasi dan data  pengusahaan kawasan hutan dan gambut perlu dibuka seluas-luaskan 

karena publik berhak untuk tahu. 

Oleh karena itulah, Greenpeace menggelar kampanye untuk mendorong proses 

tranparasi informasi dan secara resmi telah meminta agar informasi mengenai kehutanan 

dibuka ke  publik atas nama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Upaya tersebut akan terus dilakukan Greenpeace  bahkan termasuk apabila memerlukan 

langkah-langkah advokasi hukum (CSR Indonesia, 2015). 

 KEBIJAKAN HUTAN INDONESIA YANG DIPENGARUHI GREENPEACE 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menyelamatkan lingkungan 

Indonesia dari bahaya kebakaran hutan beserta dampak-dampaknya telah membuahkan 

hasil terhadap diberikannya kebijakan baru oleh pemerintah Indonesia. Akhir Oktober 

2015, Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengatasi salah satu penyebab utama krisis 

ini dengan menginstruksikan penghentian pembangunan lebih lanjut di atas lahan 

gambut, termasuk di dalam konsesi yang ada.  



Keputusan presiden bulan Oktober 2015 untuk melarang membangun apapun di 

atas lahan gambut bukanlah upaya pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk 

mengatur sektor perkebunan. Moratorium penerbitan izin perkebunan baru di hutan 

primer atau lahan gambut diumumkan pada bulan Mei 2011. Sebuah peta – yang terus 

mengalami revisi – diterbitkan untuk , menunjukkan daerah-daerah yang dimandatkan 

untuk dilindungi di bawah moratorium tersebut. Pemerintah Indonesia berulang kali 

mengutip moratorium ini sebagai upaya utama pemerintah untuk mengatasi deforestasi. 

Namun, kebijakan ini diabaikan secara terang-terangan oleh banyak perusahaan dan 

pejabat pemerintah daerah. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa hampir seperlima 

deforestasi antara tahun 2011 dan 2013 terjadi di daerah yang ditempatkan di bawah 

moratorium. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menerbitkan surat edaran 

yang memerintahkan perusahaan untuk menutup kanal-kanal pengeringan lahan gambut. 

Surat edaran tersebut juga memerintahkan agar kawasan lahan gambut yang terbakar 

tidak boleh dikonversi menjadi perkebunan, namun untuk direhabilitasi. Awal November, 

pemerintah menyelenggarakan Konferensi Gambut Internasional yang berlangsung 

selama dua hari, di mana Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan program lima tahun 

untuk memulihkan hutan dan lahan gambut.Program ini akan mencakup pembentukan 

Badan Restorasi Lahan Gambut, yang didanai bersama oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari 

donor internasional, termasuk US$2,9 juta yang dijanjikan ketika Presiden Obama dan 

Presiden Jokowi bertemu di Washington bulan Oktober 2015. 

Larangan Presiden Jokowi atas ekspansi lebih lanjut di lahan gambut memiliki 

banyak potensi, tidak hanya untuk membantu mencegah krisis kebakaran di masa depan, 

namun juga untuk mengurangi dampak perubahan iklim di Indonesia. Namun, apakah 

langkah-langkah ini dapat sungguh-sungguh membantu melindungi hutan dan lahan 

gambut Indonesia, akan bergantung kepada kemampuan presiden untuk 

mengimplementasikan dan menegakkan keputusan tersebut di seluruh jajaran 

kementerian dan tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Keberhasilannya berarti mampu mengatasi kepentingan-kepentingan yang 



mempengaruhi para menterinya dan mereka yang masih berpegang pada praktek atau 

usaha pengrusakan yang telah menjadi dasar dari bencana dan berdampak pada sebagian 

besar warga Indonesia. Ini hanya akan terjadi dengan dukungan dari perusahaan sektor 

perkebunan yang progresif dan para konsumen mereka  (Greenpeace, 2015) . 

KESIMPULAN 

Sebelum menjadi sorotan pada tahun 2014 akibat kebakaran hutan di Riau, 

Wilmar tersangkut beberapa pengaduan oleh masyarakat setempat terkait melakukan 

pembakaran secara ilegal untuk membersihkan lahan, pembabatan hutan primer, 

pembabatan wilayah dengan nilai konservasi tinggi, pengambilalihan tanah adat dari 

masyarakat adat tanpa proses yang adil, kegagalan untuk melaksanakan konsultasi atas 

dasar informasi awal dan tanpa paksaan dengan masyarakat adat, kegagalan untuk 

bernegosiasi dengan komunitas atau mematuhi perjanjian yang telah dirundingkan, 

kegagalan untuk membentuk wilayah-wilayah plasma yang telah disetujui, konflik-

konflik sosial yang memicu aksi-aksi represif oleh perusahaan dan pasukan keamanan, 

kegagalan untuk melaksanakan atau menunggu persetujuan dari dampak lingkungan 

hidup yang diwajibkan secara hukum, Pembabatan gambut dan hutan tropis tanpa izin 

yang diwajibkan secara hukum. 

Grup Wilmar mengakumulasi mulai pemilik lahan, membeli CPO dari perusahaan 

menengah dan kecil, hingga mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan. 

Salah satu bukti kebakaran hutan yang dilakukan oleh Wilmar di Jambi ialah bahwa 

sebagian beasar perusahaan besar, sedang maupun kecil memberikan hasil sawitnya 

kepada Wilmar atau menjadi pemasok Wilmar. Sektor kelapa sawit merupakan penyebab 

terbesar deforestasi di Indonesia juga sebagian besar hutan yang dijadikan konsesi kelapa 

sawit di Sumatera selama 2009-2011 teridentifikasi sebagai habitat harimau. Sektor 

perkebunan adalah ancaman utama bagi harimau Sumatera, dengan perkiraan hingga 1 

juta hektar habitat primer harimau telah dialokasikan untuk konsesi.  

Sebagai NGO yang beregerak dalam bidang lingkungan, Greenpeace berusaha 

untuk menghentikan laju defortasi hutan Indonesia dengan menekan pemerintah melalu 



beberapa cara yakni dengan cara protes, Konfrontase damai dan kampanye lingkungan 

serta advokasi dan penyadaran masyarakat kepada lingkungan.  

Melalui beberapa Usaha Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah 

Indonesia, Greeenpeace telah mendapatkan hasil yakni pada akhir Oktober 2015, 

Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengatasi salah satu penyebab utama krisis ini 

dengan menginstruksikan penghentian pembangunan lebih lanjut di atas lahan gambut, 

termasuk di dalam konsesi yang ada. Keputusan presiden bulan Oktober 2015 untuk 

melarang membangun apapun di atas lahan gambut bukanlah upaya pertama yang 

dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatur sektor perkebunan. Moratorium 

penerbitan izin perkebunan baru di hutan primer atau lahan gambut diumumkan pada 

bulan Mei 2011. Sebuah peta – yang terus mengalami revisi – diterbitkan untuk , 

menunjukkan daerah-daerah yang dimandatkan untuk dilindungi di bawah moratorium 

tersebut. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menerbitkan surat edaran 

yang memerintahkan perusahaan untuk menutup kanal-kanal pengeringan lahan gambut. 

Surat edaran tersebut juga memerintahkan agar kawasan lahan gambut yang terbakar 

tidak boleh dikonversi menjadi perkebunan, namun untuk direhabilitasi. Awal November, 

pemerintah menyelenggarakan Konferensi Gambut Internasional yang berlangsung 

selama dua hari, di mana Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan program lima tahun 

untuk memulihkan hutan dan lahan gambut.Program ini akan mencakup pembentukan 

Badan Restorasi Lahan Gambut, yang didanai bersama oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari 

donor internasional, termasuk US$2,9 juta yang dijanjikan ketika Presiden Obama dan 

Presiden Jokowi bertemu di Washington bulan Oktober 2015. 
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